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Outline Presentasi: 
- Tentang PMR Indonesia 

- Sekilas Pasar Karbon 

- Skema Karbon Nusantara 

- Opsi Pengembangan 
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PMR Indonesia: Latar Belakang 

• Global partnership of 30+ countries 

• 18 country programs  

• 13 donors contribute $127 million 

• 13 countries have completed roadmaps for 

PMR activities 

• $53 million allocated to prepare for PMR 

initiatives 

 

Partnership for Market Readiness adalah kerjasama berbasis hibah antara 
negara maju dan berkembang sebagai platform diskusi dan dukungan 
peningkatan kapasitas dalam meningkatkan kesiapan untuk menerapkan 
instrumen mitigasi berbasis-pasar. 

Diluncurkan 2010 dengan latar belakang: 

• Penanganan perubahan iklim akan memerlukan kontribusi dari semua 
negara, tidak hanya negara maju. 

• Perlu inovasi pendanaan karena sumber daya negara (public funding) 
saja tidak akan mencukupi untuk menjaga pemanasan global <2 derajat. 
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Pengembangan 

profil dan 

baseline emisi 

 Estimasi potensi penurunan emisi dan biayanya di tingkat teknologi  

 Baseline emisi di sektor fokus. 

Pengembangan 

sistem MRV dan 

ujicobanya 

Mendukung upaya pelaporan, pengelolaan dan penurunan emisi GRK 

Meningkatkan akurasi, kualitas dan konsistensi data  

Mendukung penerapan kebijakan, program dan strategi pemerintah 

yang terkait  

Mendukung penerapan instrumen berbasis pasar  

 Acuan bagi sektor lainnya 

Perencanaan 

instrumen 

berbasis pasar 

 Review penerapan instrumen berbasis pasar (MBI) di negara-negara 

lain 

 Identifikasi opsi MBI yang dapat diterapkan di Indonesia 

 Review berbagai aspek yang dibutuhkan untuk penerapan MBI 

 Pengembangan konsep MBI yang dapat diterapkan di Indonesia dan 

rencana aksinya 

 Ujicoba MBI di sektor terpilih 

PMR Indonesia: Program 
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• Digolongkan dalam dua kategori besar: Crediting dan Trading 

• Crediting umumnya berbasis proyek dan Kredit Karbon adalah selisih antara 

emisi sebelum dan sesudah adanya proyek. Kredit karbon diberikan setelah 

penurunan emisi terjadi (ex-post). Contoh: CDM. 

• Trading memperdagangkan selisih antara kuota emisi yang diberikan dengan 

emisi aktual yang dilepaskan. Kuota diberikan di awal periode (ex-ante). Contoh: 

European Union Emission Trading System (EU ETS). 

Crediting Trading 

Jenis Mekanisme Pasar Karbon 



– Suatu mekanisme sertifikasi dan registrasi penurunan emisi GRK 

– Memfasilitasi offset/kompensasi emisi gas rumah kaca.  

– Mekanisme yang bersifat sukarela (voluntary): tidak ada kewajiban bagi 

siapapun untuk mengikutinya. 

– Adalah suatu standar karbon, bukan pasar karbon. 

Clean  

Development 

Mechanism 

Mekanisme Kredit Karbon: Definisi 



Mekanisme Kredit Karbon: Pengguna Offset 
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Mekanisme Kredit Karbon: Contoh Offsetting 



• Jenis mekanisme: Baseline-and-crediting / mekanisme kredit karbon 

• Nama kredit karbon: Unit Karbon Nusantara (UKN). Satu UKN adalah setara 

penurunan 1 ton emisi gas karbondioksida.  

• Pencatatan: Registry kepemilikan dan penggunaan. 

Skema Karbon Nusantara: Deskripsi 

2012 2014 - 2015 2015 2012 - 2013 

Konsultasi publik; 

Pengembangan 

metodologi 

Pengembangan 

metodologi dan 

proyek percontohan 

DNPI dilebur 

kedalam KLHK 

(Januari) 

SKN resmi 

dioperasikan 

(April) 

2014 

Panduan umum 

SKN mulai 

dikembangkan 



Latar Belakang Pengembangan: Harga Karbon 
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Clean Development 

Mechanism 
USD 50.000 – 130.000 

USD 7500 – 15.000 

USD 20.000 – 50.000 

USD 10.000 – 30.000 

Latar Belakang Pengembangan: Biaya Transaksi 



• Peningkatan awareness tentang mitigasi perubahan iklim melalui offsetting 

emisi. 

• Sarana peningkatan kapasitas bagi pengembang proyek dan 

validator/verifikator GRK. 

• Fasilitasi insentif tambahan bagi proyek mitigasi melalui perdagangan 

karbon secara sukarela. 

• Alat bantu kebijakan penurunan emisi GRK. 
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Skema Karbon Nusantara: Sasaran 

CCER 
Carbon 

Farming 

Initiative 



OFFSET 

MRV-ed claim OR 

carbon labelling 

Carbon offset 

Skema Karbon Nusantara: Penggunaan Kredit 



• Menerapkan standar SNI ISO 14064 dan 14065. 

• Pembuktian kompetensi lembaga validator/verifikator melalui sistem akreditasi 

Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan/atau KLH. 

Integritas Kredit Karbon 

Pembangunan Berkelanjutan 

Metodologi 

• Proyek harus mempunyai kontribusi positif terhadap pembangunan 

berkelanjutan. 

• Kontribusi proyek terhadap pembangunan berkelanjutan (co-benefit) harus 

diverifikasi bersama penurunan emisi. 

Sederhana dan konservatif. 

Skema Karbon Nusantara: Fitur 



1. Bahasa utama yang digunakan dalam SKN adalah Bahasa Indonesia.  

2. Penurunan emisi harus nyata, bersifat tetap (permanen), dapat diukur, 

dimonitor dan dilaporkan.  

3. Kegiatan penurunan emisi dalam SKN harus bersifat additional 

terhadap praktek business-as-usual. 

4. Penurunan emisi yang dihasilkan dalam SKN tidak dapat didaftarkan 

sebagai kredit karbon dalam standar yang lain. SKN akan 

mengoperasikan sistem pencatatan (registry) untuk mencatat 

penerbitan dan kepemilikan Unit Karbon Nusantara dan memastikan 

kredit karbon yang dihasilkan dalam skema ini tidak dihitung 

berganda (double counted) sebagai penurunan emisi dalam standar 

lain. 

5. Kegiatan penurunan emisi dalam SKN harus berkontribusi terhadap 

pembangunan berkelanjutan Indonesia. 

Skema Karbon Nusantara: Prinsip Utama 



1. Proyek berlokasi di wilayah Republik Indonesia. 

2. Cakupan gas Kyoto (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6). 

3. Lingkup Sektoral:  

1) Pemanfaatan energi terbarukan, seperti panas bumi, tenaga 

surya, biomassa, tenaga air, dan lain-lain; 

2) Upaya penghematan dan peningkatan efisiensi pemakaian energi; 

3) Peningkatan efisiensi maupun modifikasi proses industri; 

4) Pengelolaan limbah industri dan rumah tangga secara 

berkelanjutan; 

5) Upaya penanaman hutan dan penghutanan kembali;  

6) Pengurangan emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan 

(reducing emissions from deforestation and forest degradation); 

dan 

7) Pengelolaan pertanian secara berkelanjutan. 

Skema Karbon Nusantara: Ketentuan Umum 



4. Tanggal mulai proyek sesudah 1 Oktober 2009. 

5. Periode kredit dalam SKN adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui 

tiga kali, kecuali kehutanan /LULUCF (akan ditentukan kemudian). 

6. Skenario dasar (baseline) ditentukan oleh pengusul proyek 

berdasarkan metodologi yang sesuai atau dengan menggunakan nilai-

nilai yang telah ditetapkan oleh Komite SKN, bila tersedia. 

7. Penurunan emisi GRK akibat kegiatan proyek dihitung sebagai [emisi 

GRK tanpa adanya proyek] dikurangi [emisi GRK dengan adanya 

proyek]. Penghilangan emisi GRK dalam proyek-proyek kehutanan 

yang meningkatkan rosot karbon dihitung sebagai [emisi GRK yang 

diserap dengan adanya proyek] dikurangi [emisi GRK yang diserap 

tanpa adanya proyek]. 

8. Proyek harus dapat dibuktikan berkontribusi dalam pembangunan 

berkelanjutan Indonesia. Tata cara dan panduan pembuktian akan 

diperinci dalam Panduan Pembangunan Berkelanjutan. 

Skema Karbon Nusantara: Ketentuan Umum 



9. Secara garis besar, untuk dikategorikan sebagai additional maka 

proyek haruslah memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: 

A. Proyek memiliki hambatan pelaksanaan yang dapat diatasi, 

seluruh atau sebagian, oleh pendapatan dari penjualan UKN. 

Hambatan-hambatan tersebut berupa: 

i. Hambatan keuangan.  

ii. Hambatan kelembagaan. Proyek mengalami hambatan dari 

faktor non-ekonomi yang mengancam keberlanjutan proyek, 

misalnya dari aspek manajemen, sumber daya manusia, sosial 

budaya, dan lain-lainnya 

B. Kegiatan proyek termasuk di dalam daftar jenis kegiatan yang 

dikecualikan dari pembuktian additionality. Daftar tersebut 

ditetapkan oleh Komite SKN dan dapat diperbarui sesuai dengan 

kebutuhan, baik berdasarkan asesmen sendiri ataupun usulan dari 

pemangku kepentingan. 

Skema Karbon Nusantara: Ketentuan Umum 



• Mengacu pada SNI ISO 14064-2 

• Alir proses seperti CDM, dengan validasi/verifikasi oleh pihak ketiga 

sesuai persyaratan SNI ISO 14064-2 dan 14065 

Dokumen 
Usulan Proyek

Validasi 
DUP

Permintaan 
Pendaftaran

Pelaksanaan dan 
Pemantauan 

Proyek

Laporan 
Verifikasi

Permintaan 
Penerbitan UKN

Pencatatan 
UKN

Laporan 
Validasi

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Verifikasi 
Pemantauan 

Proyek

A A B B

C
C

C

A BA B

Keterangan Pelaku:

A B CPengusul Proyek Penyelenggara SKNValidator/Verifikator

Skema Karbon Nusantara: Siklus Proyek 



• Pembuktian kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dalam 3 

(tiga) kategori /indikator. 

• Pengusul proyek dapat mengusulkan indikator tambahan. 

Kategori / Indikator 

Lingkungan 

Fungsi ekologis lokal 

Kuantitas dan kualitas sumber daya alam 

Keanekaragaman hayati 

Kesehatan dan keselamatan 

Ekonomi 
Pendapatan masyarakat 

Lapangan kerja 

Sosial 

Akses pada jasa dan pelayanan umum 

Integritas sosial 

Relokasi tempat tinggal/usaha 

Penghormatan budaya 

Skema Karbon Nusantara: Pembangunan Berkelanjutan 



Mengacu pada indikator 

yang digunakan, Pengusul 

Proyek memperkirakan 

dampak-dampak yang 

dapat timbul

Apakah proyek 

dapat memberikan 

dampak positif?

Proyek tidak layak

masuk SKN

Apakah proyek 

dapat memberikan 

dampak negatif?

Apakah resiko 

dampak negatif dapat 

di-mitigasi?

PP menyusun rencana 

pengelolaan

resiko dampak negatif

Tidak

Tidak

Tidak
Ya

Ya

PP menyusun rencana 

pemantauan kontribusi 

proyek terhadap 

pembangunan 

berkelanjutan

Ya

Skema Karbon Nusantara: Pembangunan Berkelanjutan 
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Contoh Rencana Pemantauan Pembangunan Berkelanjutan 



Contoh Rencana Pemantauan Pembangunan Berkelanjutan 



Contoh Rencana Pemantauan Pembangunan Berkelanjutan (3) 



 

• Tugas dan fungsi Tim Pelaksana SKN 

mencakup: 

• Menyusun dan/atau mengadopsi 

panduan, metodologi, alat bantu 

MRV proyek, dan lain-lain. 

• Menjalankan program 

pengembangan SKN selanjutnya. 

• Tim Pelaksana SKN dibantu oleh 

sekretariat yang bertugas secara teknis 

dan administratif. 

• Anggota Tim Pelaksana SKN 

mencerminkan keterwakilan pemangku 

kepentingan. 

Tim Pelaksana 
SKN 

(Ketua & Anggota) 

Sekretariat 

Panel Ahli* 

*Dibentuk sesuai kebutuhan 

Skema Karbon Nusantara: Kerangka Pelaksanaan 



Tanaman Kaliandra umur 7 bulan Penanaman Kaliandra secara campuran 

• Berlokasi dalam areal hutan rakyat dalam pengelolaan Forest Management Unit 

(FMU) Gerbang Lestari seluas 2000 Ha di Kec. Geger, Kab. Bangkalan, Madura. 

• Aktivitas proyek adalah penanaman Kaliandra Merah di areal seluas ± 150 Ha 

untuk bahan baku pembuatan wood pellet yang juga di-support oleh ICCTF. 

• Pada tahun 2014 telah dilakukan penyusunan PDD dan metodologi untuk 

aktivitas tersebut dan validasinya. 

Skema Karbon Nusantara: Demo Project 



27 

Carbon Offsetting & Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) 

A recent presentation by ICAO’s Air Transport Bureau estimates that airlines covered 

by the global market-based mechanism will generate an offset demand for between 

288 MtCO2e and 376 MtCO2e by 2030 (depending on how effectively they are able to 

reduce emissions by other means). 

Opsi Pengembangan: Beberapa Perkembangan Terkini 
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Opsi Pengembangan: Beberapa Perkembangan Terkini 
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Opsi Pengembangan: Keinginan Pasar 

Sumber: States of Voluntary Carbon Markets 2016 
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Negara Jenis Instrumen Kebijakan Terkait Asal Offset Offset Provider 

China Provincial ETS - Local CCER 

Mexico Carbon Tax - Local Belum 

ditentukan 

Jepang Tokyo 

Metropolitan ETS 

- Local J-VER 

California ETS Quebec ETS Local CAR; ACR; VCS 

Uni Eropa ETS Kyoto Mechanisms Global CDM; JI 

Afrika Selatan 

(rencana) 

Carbon Tax - Local CDM; VCS; 

Gold Standard 

ICAO Mandatory 

Emissions 

Reduction 

- Global Belum 

ditentukan 

Australia Baseline-and-

offset (Emission 

Reduction Fund) 

National GHG & Energy 

Reporting Act 

Australia 

Carbon Credit 

Unit 

Carbon Farming 

Initiative 

British Columbia Baseline-and-

crediting 

Greenhouse Gas 

Industrial Reporting and 

Control Act 

Local Belum 

ditentukan 

Opsi Pengembangan: Combining 
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▪ Pemerintah melakukan offset emisi GRK dari kegiatan-kegiatannya, 

mis. perjalanan dinas, konsumsi listrik kantor, events. 

▪ Mengkaitkan dengan kebijakan Pemerintah yang pelaksanaannya 

dapat digabungkan dengan offsetting GRK : 

▪ PROPER  

▪ Standar Industri Hijau 

▪ Awards 

▪ Sustainability Reports, dll 

▪ Memfasilitasi carbon labelling untuk produk/jasa. 

▪ Menggunakan standar kredit karbon minus v/v pihak ketiga sebagai 

skema MRV aksi mitigasi nasional. 

▪ Menambahkan fungsi registry kredit karbon dalam Sistem Registrasi 

Nasional (SRN). 

▪ Meningkatkan kualitas sehingga dapat mensuplai demand 

internasional, mis. CORSIA. 

Opsi Pengembangan Kredit Karbon di Indonesia 
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Opsi Pengembangan Kredit Karbon di Indonesia: Registry  

By purchasing and cancelling certified emission reductions (CERs) through this platform, the 

CERs are put out of circulation, similar to destroying them for no further use, on your behalf. By 

doing this, you are responding to the challenge of climate change, and helping to move our 

society closer to global climate neutrality (zero impact on the climate). 

In addition, you support worthy projects that bring sustainable development benefits to the 

developing countries where they are implemented. 



Terimakasih! 


